EPSA PEMERINTAH KABUPATEN
er 4 KARANGASEM

RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2025 - 2029

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Ahmad Yani, Galiran (80811)
(0363)21274 Amlapura



Menimbang

Mengingat

BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan

yang berpedoman pada suatu perencanaan
pembangunan yang terukur, menyeluruh dan
terpadu, perlu menyusun rencana strategis
perangkat daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah = Daerah, mengamanatkan  badan
perencanaan pembangunan daerah menyampaikan
rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah
yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana
Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6871);

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7014);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
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Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025-2029.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah ~ Kabupaten

Karangasem.

Bupati adalah Bupati Karangasem.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karangasem.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana
Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) Tahun yaitu Tahun 2025-2029.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan
pembangunan  dalam  rangka  pelaksanaan  urusan
pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,
yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten
Karangasem Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan
pedoman dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah

semesta berencana setiap tahun.

(3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
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BAB IV PROGRAM, KEGATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG
URUSAN

BAB V PENUTUP
(4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Renstra Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

c. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

d. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

e. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Karangasem tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

f Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

g. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

h. Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

i. Renstra Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini;

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

k. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

| Renstra Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran
XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

m. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum
dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;

n. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam

Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini ;

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu tercantum dalam Lampiran XV yang
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aa.

bb.

CC.

dd.

c€ec.

ff.

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tercantum
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tercantum
dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;

Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Renstra Badan Perencanaan Daerah tercantum dalam
Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia tercantum dalam Lampiran XXIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum
dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah tercantum
dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Renstra Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran
XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Renstra Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem
tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Renstra Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Renstra Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem
tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Renstra Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem
tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Renstra Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem
tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Renstra Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
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88. Renstra Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

hh.Renstra Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem
tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Rencana kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026
yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati
ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Semesta Berencana Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2021 Nomor 42), sepanjang mengatur Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 September 2025

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 19 September 2025

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 36
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